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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya 

dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan 

orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam 

masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga 

menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat 

berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian warga masyarakat tersebut ditaati. 

Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian 

nilai-nilai dan kaidah-kaidah. 

 Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang 

hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara 

dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan 

publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan 

pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang 

diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil 

oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam 

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang 

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan 
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dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun.1 

 Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 

disingkat UUD NRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia 

ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia 

menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk 

mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. 

 Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, 

menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah 

pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses 

moderenisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat 

Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan 

kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya 

tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak 

negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan 

bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas 

                                                             
1 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipres:2008, h. 507. 



3 
 

jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan 

yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. 

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan 

dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat 

menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian 

maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya 

yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan 

sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan 

hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para 

warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku. 

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika 

aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap 

norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah 

dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan 

didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara 

pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak 

disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi 

tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi 
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mobilitas orang serta barang dari dan kesuluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan 

keluar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan dalam sebagai penunjang, 

pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun boleh 

berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembanguanan serta hasil-

hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus 

di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu 

lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, 

teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor 

dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran 

jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, 

dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar 

terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna 

jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, 

melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain 

penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, 

analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan 
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bahwa pengemudi berusia 16- 30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu 

lintas.2 

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk 

keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya 

kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.3 Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya 

terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. 

Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut 

dengan strict liability, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan 

mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk 

melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia dipandang tetap 

bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama 

sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah 

kejahatan.4 

Perkara lalu lintas pada dasarnya termasuk jenis perkara pelanggaran. 

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, 

misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya 

                                                             
2 M. Yasir, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang 

lain, Skripsi 2014, h. 14 
3 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, h. 

14. 
4 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta, 1995, h.4. 
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menyebabkan matinya orang lain dan sebagimana diatur dalam Pasal 360 KUHP, 

yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat. 

Sistem peradilan untuk perkara lalu lintas jalan sedikit berbeda dengan sistem 

peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan beracara yang berbeda dari 

acara biasa yaitu: 

a. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya 

mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang); 

b. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan 

dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya disidang dalam hal ini 

pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek; 

c. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri 

yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara 

sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut; 

d. Jaksa tidak perlu hadir disidang kecuali apabila kejaksaan atau jaksa 

menganggap perlu maka pihak kejaksaan akan hadir disidang. 

Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili 

dengan cara pemeriksaan biasa. Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai 

subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya 

yang telah diatur sesuai dengan undang-undang. Acara pemeriksaan cepat yang diatur 

dalam KUHAP meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara 

pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP menyebutkan bahwa yang diperiksa 
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menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas 

tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.  

Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan 

pidana perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat 

kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan 

pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Perkara 

pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui perdamaian sebagai proses penyelesaian 

pekara pidana lalu lintas di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Polisi 

sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas di luar Pengadilan ini 

kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak. Penyelesaian di 

dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada 

kesepakatan kehendak untuk diselesaikan di luar Pengadilan. Polisi sebagai penyidik 

sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian 

menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan. Hukum Pidana 

sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru 

digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai. 

Uraian di atas selaras dengan konsep pemidanaan yang diwujudkan dalam 

proses Pengadilan itu bertujuan untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi 

umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka diharapkan pelaku akan 

mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat, sedangkan prevensi khusus yaitu dengan 

telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi 

perbuatannya. Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan 
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yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua 

asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan 

dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas 

menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan 

menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan 

pemidanaan. 

Polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus 

melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga polisi dapat 

menentukan bahwa perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui 

pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria ini harus mempunyai dasar keahlian 

khusus di bidang lalu lintas, karena polisi dalam menangani perkara harus dapat 

menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung 

dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan 

korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya 

apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara 

tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan 

melalui pengadilan.5 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya 

meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan 

yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. perkara pidana lalu lintas merupakan 

                                                             
5 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 

2011, h.26 
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ide perubahan dari ketentuan Pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena 

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, menjadi 

lebih berat ancaman pidananya dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana selama 

enam tahun dan denda maksimal Rp.12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah). 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu 

kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai proses 

peradilan yang dipandang oleh hakim pada perkara kelalaian yang menyebabkan 

kematian dalam judul “SUDUT PANDANG HAKIM DALAM PUTUSAN 

PERKARA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN 

DALAM LINGKUP LALU LINTAS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang 

menyebabkan kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas? 

2. Bagaimana sudut pandang hakim dalam putusan perkara kelalaian yang 

menyebabkan kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas? 
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3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara 

kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas 

dan bagaimana solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa tinjauan yuridis terhadap 

tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dalam lingkup 

lalu lintas; 

2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa sudut pandang hakim dalam 

putusan perkara kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dalam 

lingkup lalu lintas; 

3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang 

dihadapi hakim dalam memutus perkara kelalaian yang menyebabkan 

kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas dan bagaimana solusinya.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi 

maupun segi praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 



11 
 

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi 

lingkungan civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang.  

2. Manfaat Praktis  

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan 

dapat memberi masukan bagi seluruh aparatur negara baik eksekutif maupun 

yudikatif dalam proses peradilan perkara kelalaian yang menyebabkan 

kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas. 

 

E. Kerangka Konseptual  

1. Hakim 

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada 

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus 

yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.6 Dengan demikian hakim adalah 

sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum 

dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah 

diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama 

di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan 

kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian 

                                                             
6 Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, 

pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan 

hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 

2. Putusan  

 Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, 

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian 

diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 

mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh 

hakim.7 

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang 

memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman 

terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi 

hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana 

pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, 

hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan 

prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang 

                                                             
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Yogyakarta, Liberty, 2006, 

h.44 
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dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam 

Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.8  

3. Kelalaian  

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena 

pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-

undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian 

menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu: 

a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah 

merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 

timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana; 

b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 

Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 

pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam 

Pasal 359, 360, 361 KUHPidana.9 

4. Kematian 

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki 

dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya 

proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan 

hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah 

dan berhentinya proses pernafasan. Ismail mengatakan bahwa secara medis kematian 

                                                             
8 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h.59 
9 Suryadi Asri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian 

dan Luka, Skrispi, FH Unhas, Makassar, 2015, h.21 
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dapat dideteksi yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun 

pengetahuan tentang kematian sampai abad moderen ini masih sangat terbatas. Tidak 

ada seorangpun yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu tidak sedikit pula yang 

merasa gelisah dan stress akibat sesuatu hal yang misterius ini. Dimensi psikologis 

dari kematian menekankan pada dinamika psikologi individu yang akan mati maupun 

orang-orang di sekitar si mati baik sebelum dan sesudah kematian.10 

5. Lalu Lintas 

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan 

orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak 

pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas 

pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, 

perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas 

yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke 

tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah: 

a. Perjalanan bolak-balik; 

b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; 

c. Berhubungan antara sebuah tempat.11 

                                                             
10 Hartini, dan Sulasmono, Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait 

Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat, Penerbit Universitas Sanata 

Dharma, Yogyakarta, 2007, h.31   
11 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1993, h. 55. 
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Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu 

lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana 

utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai 

hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. 

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu 

golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.  

1) Teori Pembalasan 

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar 

hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu 

menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan 

pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.12 Teori pembalasan 

ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. 

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat 

coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat 

terakhir harus tetap menjalakan pidananya. Kant mendasarkan teori ini 

berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang 

mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan 

                                                             
12 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.105 
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kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, 

menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas 

Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan 

pembalasan kepada penjahat.13 

 Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk 

memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan 

memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana 

tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu: 

a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan 

kepuasan dari perasaan dendam, dari kalangan masyarakat. Dalam hal 

ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa 

suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg 

diakibatkan oleh si pelaku pidana; 

b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut 

teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat 

balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan 

oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 

seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.14 

2) Teori Tujuan 

                                                             
13 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.142 
14 Ibid 
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Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan 

maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan 

masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori 

ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai 

perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van 

Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana 

pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana 

kepada si penjahat”.15  Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: 

untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan 

sebagai berikut:16 

a) Untuk menakuti; 

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan 

sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. 

Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-

beratnya dan bisa saja berupa siksaan. 

b) Untuk memperbaiki 

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 

terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna 

bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. 

c) Untuk melindungi 

                                                             
15 Ibid 
16 Ibid 
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Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan 

kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, 

maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi 

oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. 

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori 

pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat 

menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi 

masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang 

tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman 

itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan 

mendapakan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk 

berbuat perbuatan pidana tersebut. 

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan 

yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons 

berpendapat: 

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai 

peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan 

untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak 

perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara 

menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan 

memberi hukuman bagi pelanggar”.17 

 

                                                             
17 Leden Marpaung, Op.Cit, h.106-107 
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 Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memilki artian bahwa 

pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak 

pidana lagi. 

3) Teori Gabungan  

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan 

teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini 

didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban 

masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua 

alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi 

masyarakat.18 Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat; 

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih 

berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung 

oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: 

“ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud 

melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan 

mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana 

                                                             
18 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2007, h. 19. 
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baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan 

tata tertib hukum itu”.19  

 

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan 

hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata 

tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya 

dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan 

yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh 

Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan 

umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana 

primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman 

pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak 

efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan 

khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat 

tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang 

dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari 

masyarakat.20 

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari 

pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman 

pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. 

Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan 

                                                             
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.162 
20 Ibid 
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efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana 

penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak 

dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang 

mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian 

memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak 

mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak 

mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. 

 

2. Teori Keadilan 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean 

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat 

hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena 

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.21 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya 

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu 

unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau 

setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap 

                                                             
21 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 

11-12 
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orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah 

dilakukanya. 

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua 

macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut 

pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang 

tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar 

menukar barang dan jasa. 22  Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles 

mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa 

yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain 

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi 

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi 

masyarakat.23 

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir 

abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law 

                                                             
22  Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 

2004, h. 25 
23 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, h. 

135. 
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of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus 

nilai-nilai keadilan.24 

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social 

justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-

institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat 

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang 

telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.25 

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip 

keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan 

“posisi asasli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).

 Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat 

antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, 

kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, 

itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian 

ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan 

(freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic 

structure of society). 

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls 

bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang 

                                                             
24 Ibid 
25 Ibid 
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dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga 

membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah 

berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh 

prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.26 

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat 

prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap 

orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan 

ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. 

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty 

principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik 

(political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of 

speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip 

perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan 

kesempatan (equal opportunity principle). 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 

dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. 

                                                             
26 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 2006, h. 90 
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Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga 

dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.27 

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar 

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama 

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang 

paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua 

hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang 

dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan 

politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai 

pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-

adilan yang dialami kaum lemah. 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan 

bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat 

mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat 

menemukan kebahagian didalamnya.28 Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang 

bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan 

hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan 

dan kebahagian diperuntukan tiap individu. 

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai 

yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa 

                                                             
27 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, 

Nusa Media, 2011, h. 7 
28 Ibid 
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suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-

besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap 

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, 

pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut 

diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang 

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan 

oleh sebab itu bersifat subjektif. 

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan 

mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, 

dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai 

doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada 

suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, 

yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari 

penalaran manusia atau kehendak Tuhan.29 

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran 

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya 

terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum 

alam. Menurut Hans Kelsen yaitu Dualisme antara hukum positif dan hukum alam 

menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang 

dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya 

                                                             
29 Ibid 



27 
 

tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi 

dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat 

ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak 

tampak. 

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama 

tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. 

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-

kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. 

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan 

yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang 

lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi 

semua kepentingan. 30  Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan 

diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans 

Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah 

“adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah 

“tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain 

yang serupa.31 

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional 

bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan 

sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional 

                                                             
30 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h. 68 
31 Ibid 
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lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat 

terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum 

tersebut.32 

  

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, 

kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.33   Penelitian merupakan 

suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu 

pengetahuan yang menjadi induknya.34 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-

permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang 

menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, 

                                                             
32 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 50. 
33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.38. 
34 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.1. 
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sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan 

yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang 

diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.35 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. 

Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk 

menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang 

berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta 

menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber 

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                             
35 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, h. 34 



30 
 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati 

secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang 

sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan 
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benar. Observasi lapangan dilakukan di lingkup penelitian yaitu Pengadilan 

Negeri Jepara. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan 

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait 

sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang 

dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun 

dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan 

lapangan. 

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka 

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa 

kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data 

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan 

cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait 
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serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan 

akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kekuasaan 

Kehakiman, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kelalaian (culpa), 

Tinjauan Umum Lalu Lintas, Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Orang Lain 

dalam Perspektif Hukum Islam. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) tinjauan yuridis 

terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dalam 

lingkup lalu lintas, (2) sudut pandang hakim dalam putusan perkara kelalaian yang 

menyebabkan kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas, dan (3) hambatan-

hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara kelalaian yang menyebabkan 

kematian orang lain dalam lingkup lalu lintas dan solusinya. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

 


